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Pasca Pemil ihan Presiden -  Waki l  Presiden dan Pemil ihan Anggota Legis lat i f  pada
Apri l  2019 la lu,  Indonesia kembal i  memasuki  tahun pol i t ik ,  yakni  Pi lkada Serentak
yang di ikut i  sebanyak 270 daerah pada 9 Desember 2020 mendatang.
 
270 daerah yang menggelar Pi lkada Serentak i tu,  sebanyak 229 daerah di
antaranya merupakan wi layah pesis i r  dan pulau-pulau keci l  yang, tak ter lepas dar i
sejumlah masalah, terutama terkai t  ekspansi  industr i  ekstrakt i f ,  mulai  dar i  industr i
pertambangan dan migas, industr i  kehutanan dan kelapa sawit ,  industr i  par iwisata,
hingga proyek reklamasi .
 
Potret  Kr is is Dalam konteks tambang dan energi ,  Jar ingan Advokasi  Tambang
mencatat ,  dar i  270 daerah i tu,  sebanyak 229 daerah  yang memil ik i  gar is pantai ,
pesis i r ,  dan sebagian memil ik i  pulau keci l  tengah dibebani  oleh 4.127 iz in
tambang. Di  wi layah-wi layah in i ,  juga terdapat 27 dar i  277  proyek strategis
nasional  (PSN) dan kompleks industr i  n ikel  dan baterai  kendaraan l is t r ik.  Tak
hanya tambang dan energi ,  dar i  total  12 juta hektare luas daratan pulau-pulau
keci l  d i  Indonesia sebanyak 43% berstatus hutan produksi  ( terbatas,  tetap, dan
konversi) ,  dan seki tar  28% daratan tersebut sudah dikuasai  korporasi .  Seluas 315
r ibu hektar dikavl ing untuk pertambangan, seki tar  742 r ibu hektar dikavl ing untuk
perkebunan, seki tar  1,69 juta hektar dikavl ing untuk HPH dan HTI,  dan 680 r ibu
hektare dalam tumpang t indih konsesi .

“Akt iv i tas industr i  ekstrakt i f  tersebut,  te lah dan tengah menghancurkan daratan
dan pesis i r ,  ruang hidup bagi  petani  dan nelayan. Kual i tas l ingkungan dan
kesehatan warga di  daerah industr i  pun terdegradasi ,  bahkan sejumlah warga yang
ber juang menyelamatkan ruang hidupnya berakhir  d i  jeruj i  besi ,  sebagiannya lagi
kehi langan nyawa,”  u jar Merah Johansyah dar i  JATAM.

Berdasarkan data Forest  Watch Indonesia,  la ju deforestasi  Indonesia yang
mencapai  1,4 juta hektar per tahun (per iode 2013-2017),  meningkat j ika dibanding
per iode 2009-2013, yakni  1.1 juta hektar per tahun. Di tambah ancaman habisnya
hutan alam di  pulau-pulau utama(Sumatera,  Kal imantan, Jawa, Sulawesi ,  Maluku
dan Papua) turut  mempercepat hi langnya hutan alam di  pulau-pulau keci l .
Mengikut i  data deforestasi  nasional ,  n i la i  deforestasi  d i  pulau-pulau keci l  juga
mengalami peningkatan dar i  391 r ibu hektare (2009-2013) menjadi  656 r ibu
hektare (2013-2017).  

“Dar i  pola-pola eksploi tasi  sumber daya alam yang sudah-sudah, in i  ser ing kal i
menjadi  p intu masuknya investasi  destrukt i f  d i  atas pulau-pulau keci l  melalui
skema pemberian iz in dan atau iz in pelepasan kawasan hutan untuk perusahaan
pertambangan, HPH, HTI,  dan perkebunan skala besar,”  u jar  Anggi  Putra Prayoga
dar i  FWI.
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Menurut Anggi ,  pendekatan pengelolaan pulau-pulau keci l  yang di ja lankan saat in i
kel i ru,  yakni  dengan general isasi  pulau. Padahal  set iap pulau atau kepulauan
memil ik i  karakter yang terbentuk unik berdasarkan kondis i  ekologi ,  sosial ,  budaya,
dan geograf isnya sehingga bentuk pendekatan pengelolaan yang di lakukan pun
seharusnya masing-masing pulau atau kepulauan berbeda. Beberapa kekel i ruan
prakt ik pengelolaan yang ada saat in i  yai tu menyamakan antara mainland dengan
pulau keci l ,  menyamaratakan pulau keci l ,  dan ter la lu banyak intervensi  dalam
pengelolaan pulau keci l .

“Keter lanjuran penunjukan status fungsi  kawasan di  atas pulau-pulau keci l
seharusnya bukan menjadi  ketetapan yang dibawa ke t ingkat tapak, namun menjadi
evaluasi  sehingga t idak memperpanjang je jak konf l ik  tenur ia l  d i  Indonesia,”  u jarnya

Selain i tu,  sumber daya alam di  kawasan pesis i r  dan pulau-pulau keci l  d i  Indonesia
yang terus mengalami eksploi tasi  t iada hent i  i tu,  salah satunya juga akibat
kebi jakan pemerintah, melalui  tata ruang laut  atau yang disebut Rencana Zonasi
Wi layah Pesis i r  dan Pulau-pulau Keci l  (RZWP3K).
 
Catatan Koal is i  Rakyat untuk Keadi lan Per ikanan, menunjukkan, j ika RZWP3K, al ih-
al ih  b isa mel indungi  kawasan pesis i r  dan pulau-pulau keci l ,  justru berbahaya untuk
beberapa hal :  Pertama. t idak menempatkan masyarakat pesis i r  sebagai  aktor
utama pengelola sumberdaya kelautan dan per ikanan. Kedua, alokasi  ruang hidup
masyarakat pesis i r  sangat keci l  d ibandingkan dengan alokasi  ruang untuk
kepent ingan pelabuhan, industr i ,  reklamasi ,  pertambangan, par iwisata,  konservasi ,
dan proyek la innya. 

Ket iga,  penyusunan peraturan zonasi  hanya memberikan kepast ian hukum untuk
kepent ingan pebisnis.  Keempat,  dengan banyaknya yang mengakomodasi  proyek
tambang, peraturan zonasi  t idak mempert imbangkan keber lanjutan ekosistem laut.
Kel ima  mencampuradukan kawasan tangkap nelayan tradis ional  dengan kawasan
pemanfaatan umum lainnya. Hal  in i  meningkatkan r is iko nelayan di tabrak kapal-
kapal  besar.  

Di  antara ancaman pent ing yang akan dihadapi  oleh masyarakat pesis i r  adalah
ekspansi  proyek reklamasi  di  kawasan pesis i r .  KIARA mencatat  lebih dar i  79 r ibu
keluarga nelayan terdampak proyek yang tersebar di  42 kawasan pesis i r .  Pada
masa yang akan datang, proyek pengerukan in i  akan terus meningkat jumlahnya.
“Pi lkada serentak 2020 hanya akan menempatkan masyarakat pesis i r  sebagai  objek
dar i  kepent ingan pol i t ik  yang ingin menguasai  kekayaan sumber daya alam. Al ih-
al ih akan memperbaik i  kual i tas hidup mereka, Pi lkada 2020 justru akan
memperburuk dan melanggengkan perampasan ruang hidup masyarakat pesis i r , ”
u jar  Par id Ridwanuddin dar i  KIARA.
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Pilkada Serentak sebagai  Ancaman Potret  kr is is dan masalah di  wi layah pesis i r
dan pulau-pulau keci l  d i  atas,  tampak diperparah dengan disahkannya UU Minerba
No 3 Tahun 2020 dan UU Cipta Ker ja No 11 Tahun 2020. Dua produk hukum yang
dibahas dan disahkan di  tengah pandemi COVID-19 dan serba tertutup i tu,  justru
membuka ruang dan memberikan jaminan hukum bagi  langgengnya industr i
ekstrakt i f ,  la lu mempersempit  kedaulatan warga, serta membuka ruang kr iminal i tas
bagi  warga yang melawan.

Apalagi ,  sejumlah kandidat dan t imses yang berkontestasi  d i  beberapa wi layah
pesis i r  dan pulau keci l ,  adalah bagian dar i  tentakel  dan operator Omnibus Law
Cipta Ker ja i tu sendir i .  Beberapa di  antaranya, adalah:  

1]  Air langga Hartarto,  Menko Ekonomi dan Pengusung Utama Omnibus Law,
sekal igus Ketua Partai  Golkar.  Air langga yang terhubung dengan tambang batubara
PT Mult i  Harapan Utama di  Kal imantan Timur,  menjadi  Juru Kampanye Tim Paslon
H Sahbir in Noor – H  Muhiddin di  Pi lgub Kal imantan Selatan, bersama banyak
tokoh dan f igur la in.  Sahbir in Noor sendir i  adalah keluarga dar i  Haj i  Isam atau Andi
Syamsudin Arsyad, pemain tambang batubara di  Kalsel
 
2]  Erwin Aksa, yang berperan sebagai  anggota Satgas Omnibus Law. Erwin Aksa
tercatat  sebagai  Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Munafr i  Ar i fuddin -  Abd
Rahman Bando dalam Pi lwalkot  Kota Makassar.  Erwin Aksa sendir i  juga merupakan
Pengurus Kadin Pusat,  Pengurus DPP Partai  Golkar,  dan Komisar is Utama Bosowa
Group, bersamaan di  Makassar juga terdapat Proyek Strategis Nasional  (PSN)
Makassar New Port  yg juga menjadi  agenda yang ingin dimuluskan oleh Omnibus
Law. 
 
3]  Abdul lah Azwar Anas, yang berperan dalam satgas omnibus law cipta ker ja.  Istr i
Abdul lah Azwar Anas, Ipuk Fiest iandani  Anas menjadi  salah satu Paslon Bupat i
dalam Pi lkada Banyuwangi.  
 
Dengan demikian, Pi lkada Serentak 2020 tampak tak relevan bagi  keselamatan
rakyat dan l ingkungan. “ in i  adalah pesta demokrasi  palsu,  sekadar pemil ihan
operator omnibus law cipta ker ja di  daerah. Sebab, sebagian besar kewenangan
kepala daerah sudah di tar ik ke pusat,  dan para aktor di  belakang omnibus law cipta
ker ja juga ter l ibat  sebagai  t imses pada pi lkada di  sejumlah daerah,”  tegas Merah.  
 
Merah pun menyerukan ke publ ik,  terutama masyarakat terdampak industr i
ekstrakt i f  lebih kr i t is  dan mulai  mengambi l  s ikap tegas. “Saatnya ki ta lanjutkan
pembangkangan dengan menolak pi lkada serentak 2020 yang hanya
menguntungkan ol igarki , ”  tutup Merah.
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